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SOP DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1

2

3

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik;

Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan
Dan Kesekretariatan Peradilan;

PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan,;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun
2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun
2021 Tentang Standar Informasi Publik

10

Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun
2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik

1. Minimal Sarjana

2. Memahami Prosedur Daftar Informasi
Publik

3. Memiliki pengetahuan mengenai
pelayanan Informasi Publik

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

1
2
3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
4
5

. SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer / Laptop

3. Printer

4. Daftar Informasi Publik
5. Dokumen Pendukung

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten
pelayanan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

SK, Website dan Media Sosial




Pelaksana Mutu Baku
No Keglatan Bagian Terkait Petugas . PPID Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output Ket.
Informasi
1 2 3 4 4 5 7 8 9 10
Menghimpun Bahan 1 hari Usulan Daftar
informasi dan koordinasi Informasi
dokumentasi publik berupa Publik
yang berkualitas dan kumpulan yang telah
relevan sesuai dengan informasi publik dikumpulkan
tupoksi Pengadilan
Agama Kebumen
selaku PPID
Pelaksana, baik yang
diproduksi sendiri,
dikembangkan,
maupun yang dikirim
ke pihak lain, yang -4
berupa arsip statis
1 |maupun dinamis,
arsip aktif maupun
arsip inaktif dan arsip
vital yang dikuasai,
serta bentuk
informasi yang
tersedia dalam
hardcopy dan
softcopy. Format
pengisian dalam
pengumpulan
informasi dan
dokumentasi di
masing-masing
komponen di
Daftar informasi | 1 hari Konsep
Menyusun usulan publik Penetapan SK
9 seluruh informasi dan | Daftar
dokumentasi publik T Informasi
dari Bagian Terkait 2:::: Publik
Daftar informasi | 1 hari Konsep
Melakukan Telaah publik Penetapan SK
terhadap usulan Daftar
3 . >
Daftar Inforamsi Informasi
Publik Publik
Menetapkan Daftar sosuai Dafta}r informasi | 1 hari Penetapan SK
Informasi Publik publik Daftar X
secara resmi sesuai D Informam
4 dengan klasifikasi Publik
informasi dan
dokumentasi publik
Daftar informasi | 1 hari Daftar
Menggungah daftar publik 1nf;>)11‘T1r{1a31
5 informasi publik ke publl

Website dan Sosial
Media




